
BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGALA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN
PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :  a .  b a h w a  agar  pencegahan korups i ,  d a p a t  ber ja lan y a n g

efektif d a n  ef is ien,  s e l u r u h  p r a k t e k  penyelenggaraan
pemerintahan D e s a  h a r u s  m e n g a n d u n g  u p a y a

pencegahan k o r u p s i ,  t e r m a s u k  d a l a m  t a t a  k e l o l a

keuangan Desa  pe r lu  d i l akukan  perbaikan khususnya

pada transaksi dari tunai ke non tunai;

b. b a h w a  pembayaran  penge luaran  D e s a  s e c a r a  t u n a i

berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan
berpotensi k o r u p s i  s e h i n g g a  d i p e r l u k a n  s i s t e m

pembayaran pengeluaran D e s a  y a n g  d a p a t  mencegah

penyalahgunaan wewenang d a n  korups i  mela lu i  s is tem

yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi  d a n

informasi;
c. b a h w a  a g a r  pengelo laan A n g g a r a n  Pendapatan  d a n

Belanja Desa berjalan efektif, efisien, ter t ib ,  t ransparan

dan m e n c e r m i n k a n  k e a d i l a n  s e r t a  d a p a t
dipertanggungjawabkan s e s u a i  k e t e n t u a n  p e r a t u r a n

perundang-udangan, p e r l u  m e n e r a p k a n  S i s t e m
Operasional Prosedur dalam pengelolaan Keuangan Desa
dan transaksi non tunai pada Pemerintahan Desa;

d. b a h w a  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam h u r u f  a, h u r u f  b  dan  h u r u f  c, per lu  menetapkan

Peraturan Bupa t i  tentang Sistem Operasional Prosedur

dalam pengelo laan K e u a n g a n  D e s a  d a n  Penerapan

Transaksi N o n  T u n a i  P a d a  Pe laksanaan A n g g a r a n

Pcndapatan dan Belanja Dcsa;



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repub l ik  Indonesia Nomor  5587)  sebagaimana

telah d i ubah  dengan Undang-Undang Nomor  9  Ta h u n
2015 ten tang  Perubahan Kedua  A t a s  Undang-Undang
Nomor 2 3  Ta h u n  2 0 1 4  ten tang  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Ta m b a h a n  Lembaran  Negara  Repub l i k  Indones ia
Nomor 5679);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2.
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang N o m o r  2 9  T a h u n  1 9 5 9  t e n t a n g

3.

Pembentukan Daerah Tingkat I I  d i  Sulawesi (Lembaran
Negara R e p u b l i k  Indones ia  Ta h u n  1 9 5 9  N o m o r  7 4 ,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan D a e r a h  ( L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI  TENTANG SISTEM D A N  PROSEDUR
PENGELOLAAN K E U A N G A N  D E S A  D A N  P E N E R A PA N
TRANSAKSI NON TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang climaksud dengan:

1. D e s a  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memil iki  batas wilayah
yang berwenang un tuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asl usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. K e p a l a  D e s a  a d a l a h  p e j a b a t  Pemer in tah  D e s a  y a n g  m e m p u n y a i

wewenang, tugas dan kewajiban un tuk  menyelenggarakan rumah tangga
Desanya d a n  melaksanakan tugas  d a r i  Pemerintah d a n  Pemerintah
Daerah.

3. P e r a n g k a t  Desa adalah unsu r  staf  yang membantu Kepala Desa dalam

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, d a n  u n s u r  pendukung tugas Kepala Desa da lam pelaksanaan



kebijakan yang diwadahi  da lam ben tuk  Pelaksana Tekn is  d a n  U n s u r
Kewilayahan.

4. S e k r e t a r i s  Desa adalah perangkat  Desa yang  berkedudukan sebagai

unsur p imp inan  sekretar iat  D e s a  y a n g  menja lankan t u g a s  sebagai
koordinator PPKD.

5. K a u r  Keuangan  y a n g  se lan ju tnya d i s e b u t  K a u r  Keuangan a d a l a h
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur  staf sekretariat Desa
yang menjalankan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Desa.

6. P e m e r i n t a h a n  Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. P e m e r i n t a h  Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur  penyelenggara Pemerintahan
Desa.

8. P e m e g a n g  Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, y a n g  selanjutnya
disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan kese lu ruhan  pengelolaan k e u a n g a n
Desa.

9. P e l a k s a n a  Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD
adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa

berdasarkan k e p u t u s a n  k e p a l a  D e s a  y a n g  menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.

10. Peraturan d e s a  y a n g  selanjutnya d i sebu t  Perdes ada lah  pe ra tu ran

Perundang-Unangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas

dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Pera turan  Kepa la  D e s a  y a n g  se lan ju tnya d i sebu t  Perkades ada lah

Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. B a d a n  Permusayarawatan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang

disebut dengan nama la in  adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wak i l  dar i  penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan u a n g  se r ta  segala sesuatu  b e r u p a  u a n g  d a n  ba rang  y a n g
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

14. Rencana Ker ja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perenc anaan, p e l a k s a n a a n ,  p e n a t a u s a h a a n ,  p e l a p o r a n ,  d a n
pertanggungjawaban keuangan Desa.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.



17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.

18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.

19. Pendapatan ada lah  semua  penerimaan Desa  da lam  1  (satu)  t a h u n

anggaran yang menjadi  h a k  Desa dan  t i dak  per lu  dikembal ikan o leh
Desa.

20. Be lan ja  Desa adalah semua pengeluaran yang  merupakan kewaj iban

Desa dalam 1 (satu) t ahun  anggaran yang t idak akan diterima kembali
oleh Desa.

21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan  d i ter ima kembali,  b a i k  pada t ahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

22. Reken ing  K a s  D e s a  a d a l a h  r e k e n i n g  t e m p a t  m e n y i m p a n  u a n g
Pemerintahan Desa yang menampung se luruh penerimaan Desa d a n
digunakan u n t u k  membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu)
rekening pada Bank yang ditetapkan.

23. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah

dokumen yang  memuat  a rus  k a s  m a s u k  d a n  a r u s  k a s  ke luar  yang

digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas un tuk  mendanai

pengeluaran-pengeluaran berdasarkan D PA yang  te lah d isahkan o leh
Kepala Desa.

24. D o k u m e n  Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah
dokumen y a n g  m e m u a t  r i n c i a n  s e t i a p  keg ia tan ,  a n g g a r a n  y a n g

disediakan, d a n  rencana penar ikan d a n a  u n t u k  kegiatan yang  akan

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah di tetapkan dalam APB
Desa.

25. D o k u m e n  Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut
DPPA a d a l a h  d o k u m e n  y a n g  m e m u a t  perubahan  r i n c i a n  kegiatan,
anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana un tuk  kegiatan
yang a k a n  d i laksanakan berdasarkan kegiatn yang  te lah  d i tetapkan

dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
26. D o k u m e n  Pelaksanaan Anggaran Lan ju tan  y a n g  selanjutnya d isebut

DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan  rencana
penarikan dana un tuk  kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari

SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
27. S u r a t  Permintaan Pembayaran yang  selanjutnya d isebut  SPP adalah

dokumen pengajuan un tuk  mendanai Kegiatan.
28. Transaks i  Non Tunai  adalah....mekanisme atau metode transaksi tanpa

menggunakan uang dalam bentuk fisik



29. A l a t  pembayaran menggunakan kar tu  yang selanjutnya disebut A P M K

adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kar tu automated teller
machine (ATM), dan kartu debet.

30. Pembayaran non tunai adalah pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari

satu p ihak  ke p ihak  la in dengan menggunakan instrumen berupa alat

pembayaran secara digital (APMK cek, bi lyet giro, uang elektronik, QRIS
atau sejenisnya).

31. Ta n d a  b u k t i  penyetoran ada lah  t a n d a  b u k t i  t ransaks i  setoran yang
dilakukan penyetor.

32. Ta n d a  bukt i  pembayaran adalah tanda bukt i  transaksi pembayaran yang
dilakukan oleh pihak yang membayar.

33. Pengadaan b a r a n g / j a s a  D e s a  y a n g  s e l a n j u t n y a  d i s e b u t  d e n g a n

pengadaan barang/jasa adalah kegiatan un tuk  memperoleh barang/jasa
oleh Pemerintah Desa,  b a i k  d i l akukan  me la l u i  swakelola d a n / a t a u
penyedia barang/jasa.

34. A p a r a t  Pengawas In terna l  Pemerintah yang  selanjutnya d isebut  APIP
adalah Inspektorat Daerah Kabupaten, termasuk APIP Lainnya sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

35. Dae rah  adalah Kabupaten Donggala

36. Pemer intah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur  penyelenggara

Pemerintahan D a e r a h  y a n g  m e m i m p i n  p e l a k s a n a a n  u r u  san

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

37. B u p a t i  adalah Bupati Donggala.
38. C a m a t  a d a l a h  p e m i m p i n  kecamatan  y a n g  b e r a d a  d i  b a w a h  d a n

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. s i s t e m  dan Prosedur dalam Pengelolaan APB Desa; dan

b. s i s t e m  dan Prosedur Penerapan Transaksi Non Tunai  pada Pelaksanaan

APB Desa;dan
c. p e m b i n a a n  dan Pengawasan.

Pasal 3
(1) Peraturan Bupat i  tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Desa d a n  Pembayaran N o n  T u n a i  p a d a  Pelaksanaan A P B  D e s a
dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan
Keuangan Desa dan Penerapan Transaksi Non Tunai  pada Pelaksanaan

APB Desa.



(2) Tujuan Peraturan Bupati  in i  un tuk  memberikan pedoman secara teknis

bagi Pemerintah Desa da lam pelaksanaan Penerapan Transaksi  Non
Tunai pada pelaksanaan APB Desa.

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 4
(1) S i s t e m  dan prosedur pengelolaan keuangan desa meliputi:

a. penyusunan  Peraturan Desa tentang APB Desa;
b. eva luas i  Peraturan Desa tentang APB Desa;
c. penyusunan  DPA/DPPA Desa;

d. penyusunan  RAK Desa;

e. pe laporan  APB Desa; dan

f. per tanggungjawaban APB Desa.
(2) R i n c i a n  sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I  yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI

PADA PELAKSANAAN APB DESA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penerapan Transaksi Non Tunai

Pasal 5
(1) Pe laksanaan  Penerapan Transaksi Non Tunai  dilaksanakan berdasarkan

asas :
a. ef is iensi;
b. keamanan;
c. m a n f a a t ;  dan
d. akuntabi l i tas .

(2) E f i s i e n s i  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f  a, adalah Transaksi

Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran APB Desa dilaksanakan

secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga dan biaya.
(3) K e a m a n a n  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 1 )  h u r u f  b  a d a l a h

Transaksi Non Tuna i  melalui  penerimaan dan  pengeluaran dalam APB
Desa memberikan jaminan a tas  keamanan kepada semua p ihak  yang
berkepentingan dalam pembayaran belanja APB Desa.

(4) M a n f a a t  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f  c adalah Transaksi

Non Tuna i  melalui penerimaan dan pengeluaran dalam APB Desa harus



(5)

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan desa dan semua
pihak yang berkepentingan dalam APB Desa.

Akuntabil i tas sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  (1)  h u r u f  d  ada lah
Transaksi Non Tuna i  melalui  penerimaan dah  pengeluaran dalam APB

Desa dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan
keuangan desa dan semua pemangku kepentingan.

Pasal 6
Tujuan ditetapkannya Transaksi Non Tunai dalam Peraturan Bupati ini  adalah
mewujudkan pener imaan d a n  pembayaran d a l a m  A P B  D e s a  y a n g  t epa t

jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta meminimalkan

dan mencegah terjadinya perilaku korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 7
(1) Pene rapan  Transaksi Non Tunai  dalam pelaksanaan APB Desa mel iput i

seluruh transaksi:
a. P e n e r i m a a n  Desa; dan
b. P e n g e l u a r a n  belanja Desa.

(2) Pene rapan  sistem Transaksi Non Tunai di l ingkungan Pemerintahan Desa
dilakukan secara  ber tahap dengan  mempert imbangkan ketersediaan

infrastruktur jaringan dan infrastruktur perbankan.

(3) S e t i a p  Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa wajib mendukung penyelenggaraan sistem Transaksi

Non Tunai.

Pasal 8
(1) P K P K D ,  PPKD, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(2) S a n k s i  Administrati f  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. t e g u r a n  lisan;
b. t egu ran  tertulis;

(3) D a l a m  hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) t idak
dilaksanakan, d i lakukan t indakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian sementara d a n  d a p a t  d i lan ju tkan
dengan pemberhentian.

(4) M e k a n i s m e  penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2 )  d i l a k u k a n  sesua i  dengan ke ten tuan  pera tu ran  perundang-
undangan.



Bagian Kedua
Sistem dan Prosedur Penerimaan Desa

Pasal 9
(1) Pene r imaan  Pendapatan Ash Desa dan Pendapatan la in-lain Desa yang

sah Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
(2) Penye to ran  penerimaan secara tunai  sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) d i lakukan melalui Kaur  Keuangan ke rekening kas Desa, sementara

penyetoran penerimaan secara non tuna i  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di lakukan melalui bank dan/atau instrumen transaksi non tunai
lainnya langsung ke rekening kas desa.

(3) B u k t i  penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) d i
administrasikan o leh K a u r  Keuangan d a n  d icata t  d idalam b u k u  k a s
umum.

(4) B u k t i  penyetoran penerimaaan sebagaimana d i m a k s u d  pada ayat  (3)
wajib disimpan oleh Kaur Keuangan Desa sebagai dokumen kelengkapan
administrasi pe r tanggung jawaban  k e u a n g a n  d e s a  d a n  u n t u k
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

(5) R i n c i a n  Sistem dan Prosedur Penerimaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) te rcantum da lam Lampiran I I  yang  merupakan bagian t i dak
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur Pengeluaran Belanja Desa

Pasal 10

(1) S e t i a p  pengeluaran belanja desa waj ib d i lakukan dengan pembayaran
non tunai.

(2) B e l a n j a  desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. b e l a n j a  Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. Tun jangan  Kepala Desa Desa dan Perangkat Desa;
c. J a m i n a n  sosial kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
d. Tun jangan  BPD;
e. Per ja lanan Dinas Dalam Daerah maupun Luar Daerah;
f. Pembayaran  tenaga kontrak/tenaga honorer;
g. Pembayaran honor tim pelaksana kegiatan dan honor lainnya;

h. Pengadaan barang/jasa yang berjumlah paling sedikit Rp. 1.000.000
(satu juta rupiah) dan tidak dipecah-pecah.

Transaksi pengehiaran be lan ja  desa  secara n o n  t u n a i  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:

a. u p a h  tenaga kerja pada kegiatan swakelola;

b. pengeluaran belanja transport/uang saku kepada masyarakat;

(3)



c. pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga; dan

d. pengadaan barang dan jasa yang berjumlah dibawah Rp.
(satu juta rupiah).

(4) K a u r  keuangan menyimpan b u k t i  pengeluaran sebagaimana
pada ayat (2) dan ayat (3) dicatat dalam buku kas umum.

1.000.000

dimaksud

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal
10 ayat (2), harus memiliki nomor rekening di bank dan menyampaikan nomor

rekening tersebut kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa.

Pasal 12

(1) P r o s e d u r  transaksi pengeluaran non tunai  sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10 ayat (1) di lakukan dengan cara:
a. pemindahbukuan  dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima;
b. pembayaran menggunakan APMK, uang elektronik atau sejenisnya;

(2) T r a n s a k s i  Pembayaran Non Tunai  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
Bukt i  transaksi Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) berupa notice, s l ip atau s t ruk  sebagai dokumen pertanggungjawaban
keuangan.

(4) S e t i a p  pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan

bukt i  y a n g  l engkap  d a n  s a h  sesua i  dengan  ke ten tuan  pe ra tu ran
perundang-undangan.
Bukt i  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan
dari Kepala Desa dan pihak yang bertanda tangan bertanggungjawab atas
kebenaran material yang t imbul dari penggunaan bukt i  dimaksud.

(6) K a u r  Keuangan Desa yang melaksanakan fungs i  kebendaharaan desa

wajib m e l a k u k a n  penatausahaan a t a s  b u k t i  penge luaran  b e l a n j a
sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 4 )  s e b a g a i  d o k u m e n
pertanggungjawaban keuangan desa.
Bukt i  pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) waj ib disimpan
oleh K a u r  Keuangan Desa sebagai dokumen kelengkapan administrasi
pertanggungjawaban keuangan desa  d a n  u n t u k  pemeriksaan a p a r a t
pengawas fungsional.

(8) R i n c i a n  Sistem dan Prosedur Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I I I  yang merupakan bagaian t idak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)

(5)

(7)



Pasal 13
(1) S e t i a p  t ransaks i  pembayaran me la lu i  Pembayaran N o n  Tu n a i  s u d a h

dipotong pajak yang dilakukan oleh Kaur Keuangan.

(2) S e l a n j u t n y a  pajak yang sudah dipotong oleh Kaur Keuangan wajib disetor

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14
(1) B u p a t i  melakukan pembinaan implementasi pembayaran non tunai  pada

Pemerintah Desa.

(2) D a l a m  me lakukan  pembinaan sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  (1)
Bupati m e m b e n t u k  t i m / k e l o m p o k  k e r j a  y a n g  d i t e t a p k a n  d e n g a n
Keputusan Bupati.

(3) P e m b i n a a n  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 1 )  b e r u p a  fas i l i tas i

perjanjian ker jasama dan /a tau  n o t a  kesepahaman antara  Pemerintah
Desa dengan pihak perbankan serta tugas lainnya.

Pasal 15

(1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati in i  di lakukan
oleh APIP.

(2) Pengawasan sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  (1)  d i l a kukan  secara

terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16
I m pl emen tasi pembaya ran  n o n  t u n a i  d a l a m  pe laksanaan  A P B  D e s a

dilaksanakan s e c a r a  b e r t a h a p  d e n g a n  memper t imbangkan  k e s i a p a n

infrastruktur dan fasilitas perbankan.



BAB
KETENTUAN U T U P

Pas
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pa
Agar setiap orang mengetahuinya, me

Bupati ini dengan penempatannya dal

anggal diundangkan.
pengundangan Peraturan

DD r a h  Kabupaten Donggala.

kan di Donggala
ggal 26 Januari 2023

ONGGALA,

KASMAN LASSA



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini  dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRET S  DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

RUSTAM 3I ENDI

BERITA D • R A H  KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 784



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 7711

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA
SEKR

ADHI
Nip. 19

UKUM
KABUPATEN DONGGALA.

01 1 003


